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ABSTRAK

Sebuah diskursus tanpa henti ketika kita berbica tentang ketenagakerjaan.
Di Indonesia hampir setiap tanggal 1 Mei yang biasa dikenal dengan istilah may
day, melakukan aksi turun ke jalan dengan berbagai tuntutan dari pekerja/buruh
kepada pemerintah. Pemerintah dan juga pemberi kerja/majikan dituntut untuk
lebih jeli dalam mengatur segala aturan dalam dunia ketenagakerjaan, Undang-
undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah bentuk
perwujudan/respon dari pemerintah untuk menyeimbangkan polemik yang
berkembang dalam masyarakat dalam dunia ketenagakerjaan. Di sisi lain,
Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam,
sehingga tidak bisa lepas dengan kontrol aturan dasar yang diterapkan oleh agama
Islam dengan berdasarkan kepada al-Qur’an, Sunnah (Hadis), [jma’, Ra’yu, dan
lain sebgainya. Ketenagakerjaan merupakan bentuk mu amalah yang dibolehkan
ajaran Islam, sehingga kategori ketenagakerjaanpun tidak luput dari bahasan yang
termasuk dalam ketegori Figh Mu’amalah dengan istilah ljarah.

Dalam skripsi ini, penyusun ingin membandingkan konsep pemberian
upah yang berdasar pada Hukum Islam dan Undang-undang Ketenagakerjaan,
dengan Judul “Pemberian Upah (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-
undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)”. Memperbandingkan
keduanya sangatlah menarik, karena kedua dasar ini memiliki persamaan dan
perbedaan dalam konsep pemberian upah, dengan melalui pendekatan normatif-
yuridis akan semakin jelas letak persamaan dan perbedaan yang dimaksud,
sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan. Penelitian ini termasuk dalam
jenis penelitian kualitatif dengan studi pustaka yang menjadi bahan referensi
dalam penyusunan skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa pemberian
upah dalam Hukum Islam menekankan pada nilai-nilai asas keadilan, asas
kekeluargaan, asas kesamaan hak, dan asas kemaslahatan. Dalam Undang-undag
No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Upah diberikan sesuai kesepakatan
bersama antara pihak pekerja/buruh dan majikan/pemberi kerja secara tertulis atau
tidak. Masalah waktu, besaran upah serta hak dan kewajiban pekerja/majikan
merupakan tugas kita bersama baik pemerintah, masyarakat, pekerja/majikan dan
lain sebagainya yang ikut andil dalam lingkup ketenagakerjaan. Dengan
pertimbangan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan
Hukum Islam adalah solusi atau cara untuk menjawab permasalahan yang
berkembang, sehingga dapat menekan terjadinya polemik yang berkembang
dalam masyarakat karena semua itu hanya semata-mata untuk memperoleh
kesejahteraan hidup bagi masyarakat.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang ketenagakerjaan sangat luas ragam permasalahan
yang dihadapi. Rendahnya sumber daya manusia membuat komunikasi antara
pihak pekerja/majikan dalam dunia ketenagakerjaan tidak kunjung selesai. Di
Indonesia hampir setiap tanggal 1 Mei yang biasa dikenal dengan istilah may
day, para pekerja (buruh) melakukan aksi turun jalan dengan berbagai
tuntutan yang diajukan kepada pemerintah maupun pihak pemberi kerja
(perusahaan). Pemerintah dituntut untuk mengambil sikap dalam
permasalahan ketenagakerjaan, baik menyangkut masalah besaran upah,
waktu kerja, maupun hak dan kewajiban. Adanya Undang-undang No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan langkah nyata Pemerintah
dalam menyikapi masalah yang terjadi dalam lingkup ketenagakerjaan.
Undang-undang ini dapat dijadikan pijakan hukum dalam menghadapi
persoalan ketenagakerjaan, sehingga dalam permasalahan ini dapat
terselesaikan dengan mengembalikannya pada aturan Undang-undang yang

berlaku tentang ketenagakerjaan.

Manusia merupakan makhluk sosial, dalam kesehariaannya tidak
lepas dari interaksi sosial dengan masyarakat lain, baik dalam lingkungan

keluarga, lingkungan pendidikan, atau lingkungan dunia kerja.



Manusia dituntut untuk bisa menempatkan diri dengan baik dalam
lingkungannya, sehingga terjalin interaksi yang baik dan menimbulkan
manfaat satu sama lain. Tatanan hukum yang mengatur hubungan antara hak

dan kewajiban manusia dalam kehidupan bermasyarakat disebut mu amalah.t

Pada dasarnya setiap apa yang dilakukan manusia itu boleh, selama
tidak ada larangan yang melarang sesuatu itu untuk dilakukan. Hal ini sesuai

dengan kaidah figh.

Zialy) L) 8 JaY!

Hukum mu’amalah dalam Islam mempunyai prinsip-prinsip yang

dirumuskan:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu’amalah itu adalah mubah, kecuali
yang ditentukan lain oleh al-Qur’an dan Sunnah Rasul.

2. Mu’amalah dilakukan atas dasar suka-rela, tanpa mengandung unsur-
unsur paksaan.

3. Mu’amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat

dan menghindarkan mudharat dalam kehidupan masyarakat.®

Mu’amalat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan
individu lain, atau antara individudengan negara Islam, atau hubungan antara negara Islam
dengan negara-negara yang lain. Lihat Abdul Aziz Muhammad Azzam, “Figh Muamalat
(Sistem Transaksi dalam Figh Islam),” (Jakarta: Penerbit Amzah, 2010), him. 6.

2Asmuni Abdurrahman, Qaidah-qaidah Figh,(Jakarta: Bulan Bintang, 1976), him.
41.

3Ahmad Azhar Basyir, Hukum Mu’amalat (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta:
Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, 1988), him. 10.



4. Mu’amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan,
menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan

kesempatan dalam kesempitan.

Salah satu bentuk  mu’amalah adalah perjanjian kerja atau
kesepakatan kerja bersama antara manusia sebagai penyedia jasa manfaat atau
tenaga pada satu pihak, dengan manusia lain sebagai penyedia pekerjaan di
pihak lain. Hal demikian guna melakukan suatu produksi, dengan ketentuan
pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa upah. Kegiatan itu
dalam literatur figh* disebut dengan akad ijarah al-af al yaitu sewa menyewa
jasa tenaga manusia.’> Oleh karena itu upah termasuk kedalam bahasan figh

mua’malah, karena upah termasuk pada bahasan ijarah.

Dewasa ini pemberian upah atau pengupahan dalam dunia kerja
merupakan salah satu bagian dari hak pekerja atas kegiatan bermu’amalah,
upah sendiri tidak lepas dari masalah yang tidak pernah selesai dan selalu
diperdebatkan dalam perkembangan zaman. Baik dari pihak tenaga kerja atau

pihak yang memperkerjakan/pengusaha®, hal ini terjadi dari praktik

4Secara bahasa figh merupakan bentuk masdar dari kata fagiha yang artinya sama
dengan al-‘ilmu (pengetahuan) dan al-fahmu (pemahaman), secara etimologi pengetahuan
atau pemahaman yang mendalam (benar) terhadap sesuatu. Lihat Ali Sodigin, Figh, Ushul
Figh Sejarah, Metodologi & Implementasinya di Indonesia (Yogyakarta: Beranda
Publishing, 2012), him. 15.

SAbdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Figh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah (Beirut: Dar al-
Fikr, 2003), 111:73.

®Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna
menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun
masyarakat. Pihak yang mempekerjakan sendiri antara lain orang perseorangan, pengusaha,
badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekarjakan tenaga kerja dengan



pemberian upah sendiri yang tidak berbanding lurus dari apa yang sudah
dikerjakan oleh pihak pekerja/buruh’ dalam pemberian upah.

Dalam konteks di Indonesia pada perkembangannya, upah hadir
setelah perjanjian kerja itu disepakati. Perjanjian kerja® merupakan perjanjian
yang disepakati kedua belah pihak antara pekerja/buruh dan pemberi kerjaan.
Hubungan kerja dalam Pasal 1 (15) Undang-undang No. 13 Tahun 2003°
dapat diartikan sebagai ikatan hubungan antara pengusaha dan pekerja
(buruh) berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah,
dan perintah.

Dalam Pasal 1 (30) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan,’® upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi
kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu

perjanjian Kkerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Lihat Pasal 1 ayat 2 dan 4 dalam Undang-
undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau
imbalan dalam bentuk lain. Lihat pasal 1 (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

8Ketentuan Umum Pasal 1 (14) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Yang dimaksud perjanjian kerja merupakan perjanjian antara pekerja/buruh
dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban
para pihak.

Selanjutnya Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
penyusun menggunakan kata Undang-Undang Ketenagakerjaan.

K etenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada
waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Lihat Ketentuan Umum Pasal 1 (1) Undang-
undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.



tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan/atau

jasa yang telah atau dilakukan.

Kegiatan bekerja hanyalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik
kebutuhan sandang, pangan, dan papan karena manusia hidup di dunia ini
tidak lepas dari kebutuhan yang selalu dimanfaatkan manusia dan semua itu

hanya semata-mata karena Allah. Firman Allah SWT.

3agll g cadl ale (A1 () 53 i s () sie sl 5 4l sas ) 5 aSlac Al (5 i | slac ) B
T st S Ly oSigi
Dalam ayat tersebut Allah SWT. memerintahkan kepada kita untuk bekerja

dengan sungguh-sungguh, karena Allah SWT Maha Mengetahui apa yang telah

dikerjakan oleh manusia.
Dalam ayat lain disebutkan juga;

153 1S Lo s aa sal ags jails e s gom 4iuaild (e g5 (il 5 S5 (e alia dae (0
120 sheny
Allah SWT tidak membanding-bandingkan antara laki-laki dan

perempuan, hanya dengan amal baik yang dikerjakan oleh makhluknya Allah

memberikan balasan kepada ummat-Nya.

Segala apa yang dilakukan manusia tidaklah sia-sia selagi apa yang

dikerjakannya itu hanyalah semata-mata karena Allah, Allah akan membalas

11At-Taubah (9): 105.

2An-Nahl (16): 97.



sesuai dari apa yang dekerjakan oleh manusia. Balasan itu baik yang langsung
Allah berikan di dunia atau pun sebagai bekal amalan shaleh untuk bekal di
akherat, atau sebagai bentuk penegasan yang diperintanhkan Allah SWT dan
membalas apabila manusia mengerjakannya. Ini sebagai bentuk motivasi
untuk berbuat kebaikan dengan mengerjakan segala apa yang dikerjakan
dengan baik dan Allah akan membalasnya. Penegasan dalam surat An-Nahl
ayat 97, bahwa tidak ada diskriminasi*® antara laki-laki dan perempuan dalam
pemberian upah. Islam tidak mengenal perbedaan gender, karena dalam
agama Islam semua dipandang sama di sisi Tuhan Yang Maha Esa kecuali

amal saleh dan kerja keras yang dilakukan oleh ummatnya.

Pekerja/burun mendapatkan upah disesuaikan dari seberapa giat
manusia itu bekerja, dalam konsep Islam pada dasarnya menuntut keadilan
sebagai hak atas apa yang telah dikerjakan. Konsep keadilan dalam upah
inilah yang sangat mendominasi dalam praktik yang telah terjadi dalam

kekhalifahan Islam.*

Hak dan kewajiban, besaran upah yang didapatkan, tingkatan upah
yang berbeda-beda, serta permasalahan lain yang bersangkutan dengan
pembahasan dalam karya ilmiah ni (tentang upah). Polemik permasalahan
yang telah disebutkan di atas adalah permasalahan yang kompleks selalu ada

dan berkembang dalam masyarakat sesungguhnya. Islam memiliki pandangan

BDiskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara
(berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dsb). Lihat Kamus Besar Bahasa
Indonesia him. 384.



sendiri yang khas dari bahasan tentang ijarah (upah), konsep yang
ditawarkan lebih kepada rasa keadilan dan kemaslahatan guna memenuhi
kebutuhan masing-masing antara pekerja dan majikan atas manfaat yang
didapatkan. Zjarah dalam Islam tidak lepas dari dimensi dunia dan akhirat
yang berlandaskan al-Qur’an dan Hadis. Hubungan manusia dengan Allah
dan hubungan manusia dengan manusia harus seimbang, Islam meberikan
selebar-lebarnya kepada manusia untuk melakukan kegiatan dalam dunia
pekerjaan. Di sisi lain Undang-Undang Ketenagakerjaan memiliki konsep
yang berbeda dalam pembahasan tentang upah, hubungan dalam dunia
ketenagakerjaan semua diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Semua hal yang berkaitan dengan dunia kerja diatur
dalam undang-undang ini, baik mengenai waktu, penetapan upah yang

didapat, hak dan kewajiban, syarat-syarat yang harus dikerjakan dan lain-lain.

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pelaksanaan pekerjaan
dilakukan dengan adanya kesepakatan bersama dengan ketentuan yang
disepakati oleh pekerja/burun dan pengusaha/penyedia jasa pekerjaan.
Adanya ketentuan waktu dalam bekerja yang ditentukan, serta besaran sistem
pembayan upah dan acuan besaran upah yang harus dikeluarkan dan
perbedaan umum yang sangat mencolok dari konsep yang digunakan dalam

Hukum Islam dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Berpijak dari gambaran umum latar belakang di atas, penyusun

tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bahasan tersebut dalam bentuk



skripsi dengan judul “Pemberian Upah (Studi Komparatif Hukum Islam dan

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)”.

B. Pokok Masalah
Dari uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas,
maka terdapat beberapa hal yang menjadi objek kajian permasalahan dalam
penelitian ini, antara lain:
1. Bagaimana sistem pemberian upah menurut Hukum Islam dan Undang-
undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
2. Apa persamaan dan perbedaan sistem pemberian upah dalam Hukum

Islam dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan penelitian ini adalah:
a. Menjelaskan sistem pemberian upah dari tinjauan Hukum Islam dan
Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
b. Mencari persamaan dan perbedaan sistem pemberian upah antara
Hukum Islam dan Undang-undang No0.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
2. Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain:
a. Penelitian ini sebagai sumbangsih pemikiran dalam masyarakat
sebagai kerangka acuan tentang sistem pemberian upah yang lebih

maslahat.



b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih khazanah
ilmu pengetahuan khususnya dalam melihat perkembangan ilmu
kontemporer hukum Islam dan dunia ketenagakerjaan tentang sistem
pemberian upah.

c. Untuk memberikan wacana (public discourse) pada civitas
akademika tentang upah atas ketenagakerjaan, sehingga dapat
mendorong kalangan praktisi dan akademisi untuk mengkaji lebih
lanjut dan mampu meberikan sumbangsih dalam dunia akademik dan
dunia kerja dalam pengupahan untuk menjadi lebih baik, melalui
penelitian yang lebih dalam dan relevan dari wacana tema di atas.

D. Telaah Pustaka

Membahas permasalahan upah tidak ada habisnya, baik dalam konteks
pemberian upah, waktu, maupun hak dan kewajiban. Hemat penyusun, karya
ilmiah dalam bentuk skripsi yang membahas tema ini sudah ada. Ragamnya
jenis karya ilmiah tersebut dapat dijadikan bahan referensi dan tolak ukur
pembeda dalam penyusunan karya ilmiah yang penyusun buat ini. Sehingga
dapat membantu penyelesaian skripsi dengan batasan pembeda dalam
pembahasan yang dibuat atau keasliaan (otentik) dalam karya ilmiah ini yang

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Afzalur Rahman dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Soeroyo,

dkk,® menyebutkan bahwa pembahasan ini menarik untuk dibahas karena

Afzalur Rahman, diterjemahkan oleh Soeroyo, dkk. Doktrin Ekonomi Islam,
(Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), II.
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buku yang penyusun temukan ini berisi tentang permasalahan upah yang
berkembang, serta bahasan mengenai ketenagakerjaan dalam perekonomian

lebih kompleks isinya.

Mahyudin al-Mudra, dalam bukunya!® membahas tentang dasar
hubungan kerja dengan konsep hubungan kerja menurut Hukum Islam dan
Hubungan Industrial Pancasila (HIP), dalam bukunya tersebut

mengkomparasikan kedua konsep dengan tinjauan aksiologi.!’

Muhammad Latif Fakhrudin, dalam skripsinya “Tinjauan Hukum
Islam terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah bagi Pengrajin Tas Anyaman
di Desa Sockoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo”. Dalam
skripsi tersebut membahas permaslahan tentang pengupahan yang terjadi bagi
pengrajin tas anyaman di Desa Soekoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten
Kulonprogo yaitu hukum Islam yang dijadikan acuan pengupahan dalam
perusahaan tersebut, adanya kerja sama pengusaha tas dan pengrajin tas yang
dalam pelaksanaan pengupahan tersebut tidak terjalin dengan baik, ini
disebabkan terdapat kurang jelasnya akad perjanjian yang dilaksanakan,
sehingga kekuatan hukum dalam ikatan perjanjian tersebut lemah dan mudah

untuk mengingkari isi dari perjanjian yang dibuat.

8Muhyidin al-Mudra, Kerja dan Hubungan Kerja dalam Islam, (Yogyakarta: PT.
Mitra Gama Widya dengan LPK ADICITA, 1992)

7Aksiologi merupakan teori yang berkembang dari Barat, yang dipelopri oleh orang
Islam dan dengan semangat amar bil ma ruf dan nahi al-munkar. Teori ini adalah teori
mengenai ilmu, apa gunanya ilmu itu bagi kita. Perbaikan kehidupan di dunia fana ini adalah
berkat perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Lihat Goenawan Moehammad,
Metodologi llmu Ekonomi Islam Suatu Pengantar, ed. ke-2 (Yogyakarta: Ull Press, 1999),
him. 50
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Penelitian serupa yang disusun oleh Ariyanti dalam skripsinya, “Studi
Nilai Keadilan Terhadap Upah Harian dalam Upah Harian Borongan Kuli
Bangunan Studi Kasus Di Desa Bendungan Kecamatan Wates Kabupaten
Kulon Progo”.'® Dalam penelitiannya, telah ditemukan bahwa praktik
pemberian upah dalam objek penelitian tersebut sudah terlaksana dan sesuai
dengan nilai keadilan, karena sudah sesuai dengan ketentuan upah yang
ditetapkan dalam penggajian mengenai besaran yang sudah ditetapkan dengan
harga pasar yang di dalamnya terdapat nilai keadilan distributif dan disepakati
bersama. Besaran upah yang dikeluarkan pun sudah sesuai dengan
kesepakatan dari perikatan yang sudah dibuat dan disepakati antara kedua

belah pihak yang bersangkutan.

Utihatli Furohatsun dalam skripsinya, “Studi Komparatif Upah
Menurut Sistem Ekonomi Islam dan Konvensional”.!® Berbeda dalam jenis
penelitiannya yaitu dengan studi pustaka sebagai jenis penelitiannya
dibanding tema-tema yang sudah penulis paparkan di atas. Dia mengkaji
tentang konsep upah dalam pandangan Islam dan konsep konvensional, yaitu
dengan membandingkan konsep antara dari hukum Islam dan konsep

ekonomi konvensional sehingga dalam penelitiannya menemukan perbedaan

BAriyanti, “Studi Nilai Keadilan Terhadap Upah Harian dan Upah Harian Borongan
Kuli Bangun Studi Kasus di Desa Bendungan Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo”,
dalam Skripsi Tidak Diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2007.

¥Utihatli Furohatsun, “Studi Komparatif anatara Upah Menurut Sistem Ekonmi
Islam dan Konvensional”, Skripsi Tidak Diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
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dan persamaan dari konsep yang dibatasi dalam ruang lingkup bahasan

komparatif dengan ekonomi konvensional dalam mengkaji upah.

Mengakaji upah memang tidak ada habisnya, karena perkembangan
zaman pun sudah mulai ragam jenis tantangan yang dihadapi apalagi tentang
upah. Wahyudin dalam skripsinya?® merupakan skripsi dengan telaah pustaka
yang mengkaji tentang upah itu luas dalam bentuk jenis kajiannya, penekan
bahasan pada pemikiran Ahmad Azhar Basyir yaitu pada dimensi normatik
dan etik tentang perilaku manusia pada masalah ekonomi terutama adanya
campur tangan negara dalam menetukan besaran upah kerja, serta aturan-
aturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang adalah fokus skripsi yang

dikajinya.

Dari berbagai judul dan bahasan yang sudah dipaparkan di atas,
hemat penyusun judul “Pemberian Upah (Studi Komparatif Hukum Islam
dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)”
dengan fokus bahasan yang mengkomparasikan®! antara Hukum Islam dan
Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan teori
yuridis-normatif, teori ini merupakan teori yang menjadikan landasan yuridis
dan normatif sebagai acuan dalam pembahasan skripsi yang dibahas dalam

tema tersebut berupa Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang

2Wahyudin, “Campur Tangan Negara Dalam Menentukan Upah Kerja (Studi Atas
Pandangan Azhar Basyir)”, dalam Skripsi Tidak Diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

2K omparasi dalam Kamus Besar Indonesia berarti berkenaan atau perbandingan.
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Ketenagakerjaan dan al-Qur’an, hadis. Kemudian penyusun menggunakan
analisis-komparatif yang dapat mengkaji dalam dari teori yang digunakan.
Sehinnga dalam skripsi ini belum pernah dibahas dan dikaji seperti yang
sudah disebutkan di atas. Fokus yang dibahas mengenai konsep sistem yang
ada dalam pemberian upah, dalam hal tingkatan upah, hak dan kewajiban,
waktu, ataupun tentang upah sendiri dalam pandangan umum dari masing
masing yang dikomparasikan (Hukum Islam dan Undang-undang No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Karya ilmiah yang telah disebutkan di
atas, dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dan dapat dijadikan sebagai
batasan dalam pembahasan skripsi yang penyusun buat. Maka dari itu
penyusun mencoba untuk membahas dan mengkaji permasalahan tersebut
secara metodologis dengan analisis yang digunakan dan sesuai dengan

kemampuan penyusun miliki.
Kerangka Teoretik

Masalah pokok atau tema sentral yang akan diajukan oleh tulisan ini
adalah jalan keluar apa yang dapat digali dari ajaran-ajaran Islam untuk
mengatasi ketimpangan sosial di berbagai lapisan kehidupan masyarakat,
terutama sekali masyarakat pedesaan, masyarakat agraris yang selama ini

telah menjadi tulang punggung kehidupan bangsa.??

22Ahmad Azhar Basyir, Refleksi atas Persoalan Keislaman (Seputar Filsafat,
Hukum, Politik, dan Ekonomi), (Bandung: Mizan, 1994), him. 190.
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Suatu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri bahwa kebanyakan
petani kita adalah petani penggarap, bukan pemilik tanah yang digarap.
Mereka bekerja sebagai buruh tani. Di dalam bekerja sebagai buruh tani
terjadilah hubungan kerja antara petani penggarap dan pemilik tanah yang
digarap. Di dalam hubungan kerja itu dirasakan bahwa upah yang diterima
para buruh tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan hudup yang layak. Tenaga
kerja dihargai sangat murah. Dari sini dapat dikemukakan persoalan, sejauh
mana Islam memberikan pedoman tentang keadilan dan kelayakan upah yang
menjadi hak buruh agar dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan
hidup secara layak sebagai manusia yang berkehormatan. Kecuali buruh tani
yang tenaganya dihargai murah itu, terdapat masalah lain mengenai
penguasaan pemasaran hasil produksi yang tidak ditentukan oleh pemilik
modal. Akibatnya sangat ironis, di mana para pemilik modal mengeruk dan
menikmati keuntungan jauh lebih besar daripada diperoleh petani penggarap.
Dari sini terangkatlah pertanyaan lebih jauh, sampai di manakah atau sejauh
manakah Islam memberikan pedoman tentang hubungan antara kerja dan
modal yang memenuhi syarat keadilan dan kelayakan menuju tercapainya

keseimbangan hidup di dalam masyarakat.?

Upah secara ekonomi adalah harga yang harus dibayarkan kepada
buruh atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya

dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dan

2Ibid., him 190.
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produksi.?* Upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar
oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya
sesuai perjanjian.?® Dalam pengertian Islam, upah termasuk bagian dari
bentuk ibadah mu’amalah dan masuk dalam bahasan figh mua’malah dengan
istilah lain disebut ijarah merupakan imbalan atau balasan yang menjadi hak

bagi buruh atau pekerja karena telah melakukan pekerjaannya.?®

Ada perbedaan pendapat yang besar di kalangan ekonomi mengenai
masalah penetapan upah. Seberapa upah seorang pekerja yang harus diterima
atau bagaimana upah tersebut ditetapkan? Sebagian mengatakan bahwa upah
ditetapkan berdasarkan tingkat kebutuhan hidup, lainnya menetapkan
berdasarkan ketentuan Produktifitas Marginal. Ada juga teori yang
menengahi pendapat yang saling bertentangan ini yang menawarkan suatu
penyelesaian tentang persoalan upah berdasarkan hasil pemikiran mereka

sendiri.?’

Islam mewujudkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah

upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan

2pandu Suwito, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Pekerja Borong
Penyortir Potongan Kain Di CV. Maju Limbah Dusun Jeblog Kelurahan Tirtonirmolo
Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul” Lihat Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. him. 11.

BAfzalur Rahman, alih bahasa oleh Soeroyo, dkk. Doktrin Ekonomi Islam,
(Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 11: 361.

%Pandu Suwito, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Pekerja Borong
Penyortir Potongan Kain Di CV. Maju Limbah Dusun Jeblog Kelurahan Tirtonirmolo
Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul” Lihat Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. him 11.

2T Afzalur Rahaman, Doktrin Ekonomi Islam..., him. 362
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para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang
majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan
menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan
cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak
memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya
ketidak adilan terhadap pihak lain. Prinsip pemerataan terhadap semua

makhluk tercantum dalam Firman Allah SWT:
28 Osallai ¥y sallas Y
Prinsip keadilan yang sama, tercantum dalam Firman Allah SWT:
29 Osalla Y a5 s Lay (puih JS (g pails 3l b (Y 5 &gl ) (314

Sudarso dalam bukunya,®® membagi ijarah membagi dua jenis yaitu
pertama ijarah al-a’yan bahwa yang menjadi objeknya adalah manfaat dari
benda atau binatang yang disewanya, kedua ijarah al-‘amal adalah yang

dimanfaatkan pada objeknya adalah pekerjaan manusia.

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah
upah dan menyelamatkan kepentingan ke dua belah pihak, kelas pekerja dan
para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Upah

ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak

2Al-Bagarah (2): 279
2Al-Jasiyah (45): 22

30 Sudarso, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992). him.426
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manapun. Dalam surat al-Jasiyah ayat 22 disebutkan bahwa setiap manusia
akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing
tidak dirugikan. Dalam ayat tersebut dapat dipahami, bahwa adanya jaminan
upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah
disumbangsihkan dalam prosesproduksi. Upah setiap orang harus ditentukan
berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama produksi dan
untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah
dikerjakan, sementara majikan harus menerima keuntungannya sesuai dengan
modal dan sumbangsihnya terhadap produksi. Dengan demikian setiap orang
memperoleh bagiannya dari dividen®! negara dan tidak seorangpun yang

dirugikan.

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan
ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan, dan negara. Dalam
pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan
majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk menjadi tanggungjawab
negara Islam, dapat mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar
tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan pokok para
pekerja juga tidak terlalu tinggi yang mengakibatkan majikan kehilangan
bagiannya yang sesungguhnya dari hasil kerjasama itu. Agar dapat
menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup, negara perlu menetapkan

terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan

31Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya
saham yang dimiliki.
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perubahan kebutuhan pokok dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan
apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Tingkat minimum ini sewaktu-
waktu harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan
perubahan tingkat harga dan biaya hidup. Tingkat maksimumnya tentu akan
ditetapkan berdasarkan sumbangsinh tenaga dan akan sangat bervariasi.
Dalam surat Had ayat 6 menyebutkan bahwa negara Islam memiliki peranan
dan bertanggungjawab langsung atau tidak langsung untuk memenuhi
kebutuhan makan masyarakatnya. Dengan demikian tugas utama negara
adalah memperhatikan agar setiap pekerja dalam negara memperoleh upah
yang cukup untuk mempertahankan suatu tingkat kehidupan yang wajar.%
Berlandaskan pada pertimbangangan tersebut di atas, maka upah menurut

pandangan Islam dibagi menjadi beberapa tingkatan:33

1. Tingkat upah minimum
2. Upah tertinggi

3. Tingkat upah yang sesungguhnya

Terkait dengan persoalan ini, tidak lepas peranan pemerintah atau
negara dalam praktik langsung di lapang yang seutuhnya mengacu pada

aturan yang sudah ditetapkan menjadi dasar acuan yang terkait dengan upah.

Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai

dasar hukum yang menjadi acuan dalam sistem pemberian upah dan dijadikan

32Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam..., him. 366-380

#Bbid.,hlm. 365-374.
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sebagai acuan dalam praktik berlangsung yang sudah berlaku khususnya di
negara Indonesia, upah hadir setelah kedua belah pihak antara pekerja/buruh
dan pengusaha/pemberi kerja sama-sama menjalankan kesepakatan yang
sudah disepakati bersama baik dalam besaran upah, waktu dalam kerja, waktu

dalam pemberian upah dan lain-lain.

Hubungan kerja yang dilaksanakan dan adanya besaran upah yang
harus diterima dan dikeluarkan serta kategori istilah tingkatan upah dalam
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan apabila

disandingan dengan hukum Islam berbeda dalam isi yang dibahas.

Mengkaji ijarah dengan mengkomparasikan Hukum Islam dan
Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak lepas dari
al-Qur’an, hadis, kajian figh mu’amalat dan Undang-Undang yang digunakan
sebagai analisa normatif dan doktrinal. Dengan pendekatan tersebut sangat
memungkinkan dan dapat mengkomparasikan keduanya, dan dapat
memposisikan sistem pemberian upah yang ideal guna sebagai kemaslahatan

ummat dari pendekatan yang digunakan.

Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara

ilmiah, maka dalam proses pengumpulan data, menjelaskan dan
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menyimpulkan pembahasan dalam bahasan ini, penyusun menempuh

beberapa metode, metode tersebut di antaranya sebagai berikut:®*
1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yaitu menjadikan bahan
pustaka sebagai sumber utama seperti, al-Qur’an, kitab-kitab figh, buku-buku
referensi umum, dokumen negara (undang-undang), dan lain-lain, sehingga

lebih sebagai penelitian dokumenter.
2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-komparatif. Penelitian ini akan
berusaha memaparkan konsep sistem pemberian upah dalam hukum Islam
dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian
dilakukan analisis antara kedua konsep tersebut dan mengkaitkan keduanya
dengan analisa masing-masing dari pendekatan yang digunakan. Pada
akhirnya dapat menemukan bagaimana format yang ideal dalam sistem
pemberian upah dari komparasi dari kedua konsep pemberian upah dalam
Hukum Islam dan Undang-undang No0.13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan yang digunakan tersebut.

¥ Lihat Rois Wamiqul Hija,“Demokrasi Dalam Pemikiran Muhamad Husein Haikal
dan Mohammad Natsir” Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum U IN Sunan
Kalijaga Yogyakarta: 2011. him. 21.
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3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendeklatan yuridis-normatif, yaitu
yang menjadi landasan sumber bahan yang dipakai adalah Undang-undang
No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan al-Qur’an. Dari sumber
tersebut  dapat menjadikan  bahan  yang  diperolen  dapat

dipertanggungjawabkan.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan
sumber data sekunder, dari bahan primer. Bahan ini adalah al-Qur’an,
hadis, dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah karya ilmiah
skripsi, buku referensi lain yang berkaitan dengan bahasan ini, maupun
sumber lain yang dijadikan sebagai penunjang bahan referensi.

5. Analisis data

Skripsi ini merupakan skripsi kualitatif, dengan analisis deduktif yaitu
pembahasan yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang
bersifat khusus. Sehingga dengan mendeskripsikan pembahasan tersebut

dapat menjawab dari pokok masalah yang di angkat.

Analisis komparatif dapat menjelaskan hubungan atau relasi dari dua
konsep sistem pemberian upah yang digunakan antara Hukum Islam dan
Undag-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Penelitian ini

akan menentukan secara tegas persamaan dan perbedaan sehingga hakikat
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objek dipahami semakin luas. Dengan demikian, akan terlihat utuh dan
proporsional karakter dari masing-masing konsep yang ditinjau yang

digunkan.

Hal tersebut dapat termasuk dalam bagian analisis deskriptif-
komparatif yang diharapkan dapat menggambarkan secara umum dalam
sistem pemberian upah yang ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang
No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Serta dapat membandingkan
dari masing-masing sumber yang digunakan dan dapat mengetahui persamaan

dan perbedaan antara kedua konsep tersebut.

. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, yitu:

Bab Pertama, menjelaskan tentang pendahuluan yang di dalamnya
membahas latar belakang masalah yang menjadi langkah awal dalam
pembahasan mengenai konsep pemberian upak dalam kajian Hukum Islam
dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003. Rumusan masalah, di dalamnya
kajian yang akan dibahas dengan batasan hipotesa yang diambil melalui
rumusan masalah yang diangkat dalam karya ilmiah ini, karena sebagai
bentuk batasan dalam kajian karya ilmiah yang akan dibahas nanti. Tujuan
dan kegunaan penelitian, sebagaimana mestinya karya ilmiah yang dibuat
penulis ini memiliki tujuan dan kegunaan, baik dalam lingkup pendidikan
atau dalam lingkup masyarakat. Telaah pustaka, karya ilmiah ini penyusun

mencantumkan referensi yang digunakan berupa buku dan skripsi, dan dapat
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dijadikan pembanding dari karya ilmiah ini yang akan dibuat dengan karya
ilmiah lain yang sudah dibuat dan dibahas oleh penyusun lainnya. Kerangka
teoretik, dalam karya ilmiah ini penyusun menjelaskan karya ilmiah ini secara
metodologis dengan teori dan sumber yang digunakan guna karya ilmiah ini
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan metode penelitian yang

digunakan, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, menguraikan tentang gambaran umum atau tinjauan
umum konsep pemberian upah dalam Hukum Islam dengan penjelasan
mengenai pengertian dan dasar hukum yang dipakai yang menjadikan dasar
pijakan dalam suatu perintah, baik al-Qur’an, sunnah, ataupun ijma’. Kategori
sistem pemberian upah dalam konsep Hukum Islam mencakup bahasan:
syarat dan rukun, tingkatan dalam pemberian upah, waktu pemberian upah

dan hak dan kewajiban pekerja.

Bab Ketiga, mengkaji tentang sistem pemberian upah yang ditinjau
dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun
isi bab ini mencakup bahasan yang membahas tentang hubungan Kkerja,
dimana dalam hubungan kerja ini merupakan salah satu proses awal dalam
melakukan kegiatan kerja dengan adanya kesepakatan di awal dengan aturan
main yang akan diterapkan. Baik melalui kesepakatan dengan persetujuan
perjanjian kerja. Kemudian selain membahas tentang hubungan dan
perjanjian kerja dalam bab ini juga menjelaskan upah dengan berbagai jenis-

jenis upah dan penetapan upah minimum, dengan hak dan kewajiban serta
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perlindungan guna memperoleh kesejahteraan dalam hubungan industria

ketenagakerjaan.

Bab Keempat, pada bab ini penyusun mencoba menganalisis sistem
pemberian upah dengan mengkomparasikan antara Hukum Islam dan
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga
diharapkan memperoleh perbedaan dan persamaan dalam hubungan kerja
dengan masing-masing sub bahasan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya,
agar dapat mendudukkan posisi kekuatan hukum pada posisinya dan porsinya

dengan konteks lingkup bahasan ketenagakerjaan.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan
saran. Kesimpulan di sini memuat jawaban dari pokok masalah yang
diangkat, baik dalam identifikasi sistem pemberian upah dalam sistem hukum
Islam dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta adanya hasil dari studi
komparatif sistem pemberian upah yang disandingkan dari kedua sistem
tersebut. Sedangkan saran, sebagai wujud sumbangsih penulis terhadap

tanggung jawab keilmuan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pokok-pokok masalah yang telah dibahas dalam bab terdahulu,

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian upah (pengupahan) dalam konsep Hukum Islam termasuk
dalam bahasan figh mu’amalah yaitu pada bab tentang ijarah (upah).
Upah didapatkan oleh seorang pekerja sebagai bentuk imbalan dari
majikan/pemberi kerja atas pekerjaan yang telah diselesaikannya.
Upah dalam istilah figh mu’amalah juga termasuk dalam istilah
Jju’alah/ja’alah yang berartikan sebuah keharusan melakukan sesuatu
secara mutlak sebagai bayaran tertentu atas suatu pekerjaan tertentu
yang sudak diketahui secara pasti ataupun yang lainnya. Sebagian
ulama mendefinisikan ja’alah adalah kewajiban membayar upah
tertentu atas pekerjaan yang berat walaupun bayarannya belum pasti.
Menurut Afzalur Rahaman, dalam bukunya yang berjudul Doktrin
Ekonomi Islam menjelaskan bahwa dalam Hukum Islam sendiri, upah
dibagi menjadi tiga (3) tingkatan, yaitu:

a. Upah Minimum;
b. Upah Tertinggi; dan

c. Upah Sebenarnya.

77
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Dalam tingkatan tersebut ditetapkan berdasarkan pada prinsip
keadilan dalam masyarakat (pekerja/majikan) dengan perjanjian yang
disepakati bersama baik dalam penentuan besaran upah yang didapat
ataupun aturan yang lainnya. Dalam posisi ini, tentu pemerintah ikut
andil dan memiliki peranan penting lebih khusus dalam penetapan
upah dari masing-masing tingkatan yang dimaksud. Keikutsertaan
pemerintah dalam hal ini agar dapat terciptanya rasa keadilan,
kesejahteraan, dan mengurangi terjadinya konflik dalam lingkup
ketenagakerjaan. Bahasan tentang upah (Zjarah) dalam Hukum Islam
(figh mu’amalah) tidak menjelaskan secara rinci dari pokok-pokok
unsur aturan yang terkait tentang pengupahan (pemberian upah)
namun, hanya sebatas acuan dasar yang bisa dipertanggungjawabkan

dan bisa diambil manfaat dari lingkup kegiatan tersebut.

Istilah upah, di Indonesia dijelaskan dan diatur dalam Undang-
undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang
didefinisikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan
dalam bentuk uang sebagai bentuk imbalan dari
pengusaha/majikan/pemberi  kerja kepada buruh/pekerja yang
ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja dengan
kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut baik diberikan atas
nama perseorangan ataupun lembaga instansi. Dalam Undang-undang
telah disebutkan bahwa prinsip dari pemberian upah yaitu agar dapat

memperoleh kehidupan yang layak, baik berupa sandang, pangan,
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pendidikan, ataupun, kesehatan, dan lain-lain. Pengupahan sendiri
dibuat atas dasar asas-asas yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah dan
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seperti
yang sudah dijelaskan penyusun pada bab selebumnya. Adanya
peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi hak pekerja/majikan
(warga negara), meningkatkan keahlian/kemampuan, serta dapat
memperoleh hidup yang layak bagi warga negara. Pemerintah tidak
bisa lepas dalam peranannya, karena pemerintah sendiri bertugas
untuk, mengontrol (mengawas), membuat aturan perundang-undangan,
serta memberikan sanksi kepada yang melanggar kebijakan yang

ditetapkan dalam legalitas resmi yang dibuat oleh negara.

Ketika membandingkan suatu objek permasalahan maka tidak bisa
lepas dari sebuah persamaan dan perbedaan, konsep sistem pemberian
upah mengkomparasikan antara Hukum Islam dan Undang-undang No.
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka terdapat persamaan dan
perbedaan konsep. Dari hasil penelitian yang penyusun temukan
perbedaannya adalah terletak pada pembagian golongan tingkatan
upah. Dimana perbedaan tersebut sudah dijelaskan, bahwa dalam
hukum Islam membagi tingkatan dalam upah. Yaitu upah minimum,
upah tertinggi, dan upah sebenarnya. Sedangkan dalam UUK
menggolongkan jenis-jenis upah dengan 10 macam jenis, yaitu: upah

minimum, upah lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan,
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upah tidak masuk kerja karena melakukan kegitan lain di luar
pekerjaan, upah karena menjalankan waktu istirahat kerjanya, dan lain-
lain selebihnya dilihat dalam bahasan bab sebelumnya. Undang-
undang yang ditetapkan pemerintah lebih rinci aturan isi dari masing
sub pokok masalah dengan masing-masing aturannya, sehingga
cakupannya luas. Sedangkan dalam Hukum Islam tidak menjelaskan
secara rinci namun semua aturan umum dari konsep yang telah
dijelaskan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas dasar al-Qur’an
dan Sunnah (Hadis). Persamaannya dalam konsep tersebut adalah
sama-sama bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan pada
pekerja/majikan, kesejahteraan, serta mengurangi konflik atau
pertikaian dalam akad tersebut. Dengan pengawan pemerintah serta
pihak yang terkait dapat terwujudnya suasana yang diharapkan.
Kalaupun dalam kenyataannya, sangat jauh dari yang diharapkan.
Kenapa? Karena terlalu mengedepankan ego masing-masing, baik
pemerintah, pekerja/buruh, dan majikan/pemberi kerja. Ego tersebut

menyangkut kepentingan masing-masing pihak.

B. Saran-saran
Berdasarkan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan
sumbangsih khazanah keilmuan Hukum Islam dan Hukum Positif, dan apa
yang menjadi hasil dan kajian yang telah diangkat, yaitu komparasi antara

Hukum Islam dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang
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Ketenagakerjaan dalam sistem pemberian upah, semoga dapat dijadikan
sebagai pemahaman baru dalam keilmuan ini untuk semua kalangan, baik
akademisi maupun non-akademisi.

Penyusun menyarankan agar skripsi ini dapat dijadikan sebagai
acuan dasar pertimbangan pedoman keilmuan tentang upah dalam lingkup
ketenagakerjaan bagi pembaca/akademisi di lingkungan Fakultas Syari’ah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan diharapkan mampu
memberikan manfaat bagi negara Indonesia, sehingga dapat mengurangi
masalah yang sering terjadi dalam dunia ketenagakerjaan tersebut.
Penysusn berharap di masa yang akan datang banyak mahasiswa atau
akademisi yang tertarik untuk mengangkat tema tersebut dengan mengkaji
ulang ataupun meneruskan kajian yang sudah disusun sebelumnya, dan

tidak berhenti pada penyusunan skripsi ini saja.
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TERJIEMAHAN

No.

Him

Fn

Terjemahan

BAB |

11

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah dan
Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat
pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada
(Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang
nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah
kamu kerjakan.”

12

Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-
laki maupun perempuan dalam keadaan beriman,
maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya
kehidupan yang baik dan sesungguhnya kami akan
memberikan balasan kepada mereka dengan pahala
yang lebih baik dari pada apa yang telah mereka
kerjakan.

16

28

... Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya
(dirugikan).

16

29

Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan
tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap dari
terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak
akan dirugikan.

BAB I1

30

14

Dan siap yang dapat mengembalikan akan
memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan
aku menjamin terhadapnya.

32

19

Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa
yang telah mereka kerjakan dan agar Allah
mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-
pekerjaan mereka, sedangkan mereka tiada dirugikan.

32

20

... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang
lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu
memberikan pembayaran menurut yang patut.
Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa
Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

33

21

Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhan-Mu?
Kami telah menentukan antara mereka penghidupan
mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah
meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain
beberapa derajat; agar sebagian mereka dapat lebih
baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

33

22

Bayarlah upah kerja sebelum kering keringatnya.




10

33

23

Dari Aisyah r.a. bahwa Nabi saw dan Abu Bakar
menyewa seorang laki-laki dari Bani ad-Dail,
kemudian dari Bani Abd. Bin ‘Adiyyi sebagai
penunjuk jalan, maka mereka membayarnya dengan
kendaraannya  kepada orang  tersebut dan
menjanjikannya di Gua Sur sesudah tiga malam
dengan kendaraan keduanya.

11

34

25

sesungguhnya orang-orang Yyang beriman dan
mengerjakan amal yang saleh, mereka mendapat
pahala yang tiada putusnya.

12

39

33

Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di
dalamnya dan tidak akan telanjang dan sesungguhnya
kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan
ditimpa panas matahari di dalamnya.

13

40

36

Dan bahwa sanya seorang manusia tidak memperoleh
selain apa yang diusahakannya.

14

45

42

... (karena) bagi para laki-laki ada bagian dari apa
yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun)
ada bagian dari apa yang mereka usahakan ...

BAB IV

15

69

Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di
dalamnya dan tidak akan telanjang dan sesungguhnya
kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan
ditimpa panas matahari di dalamnya.
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